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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pelaporan keuangan 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali. 

Penerapan SIPD RI merupakan upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah 

guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI di Bappeda Provinsi Bali 

dilakukan melalui pemanfaatan beberapa modul utama, yaitu perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti 

keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis sistem, jaringan internet yang 

tidak stabil, format pelaporan yang kaku, dan keterbatasan hak akses. Untuk 

mengatasi hal tersebut, Bappeda Provinsi Bali melakukan berbagai upaya, seperti 

menyelenggarakan pelatihan internal dan pendampingan teknis secara berkala, 

melakukan rekonsiliasi manual dan penyesuaian laporan di luar sistem, menyiapkan 

staf cadangan, serta meningkatkan infrastruktur dan konektivitas jaringan. 

Penerapan SIPD RI terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan 

keuangan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola 

keuangan daerah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 

SIPD RI sangat bergantung pada kesiapan teknis, sumber daya manusia, dan 

infrastruktur yang memadai. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government 

Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) in financial reporting 

at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Bali Province. SIPD 

RI is an information system developed by the Ministry of Home Affairs to support 

integrated, transparent, and accountable regional financial management. This 

research employs a descriptive qualitative approach, using data collection 

techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of the 

study show that the implementation of SIPD RI in the Bappeda of Bali Province is 

carried out through the utilization of several main modules, namely planning, 

budgeting, implementation and administration, and regional financial reporting. 

However, several challenges were encountered during its implementation, 

including limited human resources, technical system issues, unstable internet 

connectivity, rigid reporting formats, and restricted system access. To address these 

issues, Bappeda Bali has undertaken various efforts, such as organizing internal 

training and regular technical assistance, performing manual reconciliation and 

off-system report adjustments, appointing backup staff, and improving 

infrastructure and network connectivity. The implementation of SIPD RI has proven 

to enhance the efficiency and accuracy of financial reporting while also supporting 

the principles of accountability and transparency in regional financial governance. 

This study offers practical implications, highlighting that the success of SIPD RI 

implementation strongly depends on the readiness of human resources, the 

availability of technical support systems, and adequate infrastructure. 
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